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ABSTRAKSI

Nama : Lv’lw’in Azizah Budi Salmadya
Nim : 202010110311366
Judul > Analisis Putusan Nomor 90/PUU-XX1/2023 tentang Uji Materi

Pasal 169 Huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum Terhadap UUD NRI Tahun 1945 ditinjau dari Aspek
Keadilan

Pembimbing : Catur Wido Haruni Dr., S.H., M.Si., M.Hum.
Fitria Esfandiari, S.H., M.H.

Pemilihan umum adalah perwujudan dari pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi,
Mahkamah Konstitusi setelah amandemen berkewenangan untuk melakukan pengujian
Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa terkait putusan
Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XX1/2023 tentang Uji Materi Pasal 169 Huruf
g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ditinjau dari aspek keadilan
dikarenakan ada beberapa hal dalam pertimbangan pengambilan keputusan yang
ditetapkan tidak memenuhi rasa keadilan melihat dari sudut pandang Aristoteles.
Adapun metode yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah metode
penelitian normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada
analisis 'ini yaitu internet berdasarkan publikasi dari sumber terpercaya, peraturan
perundangan serta turunannya, buku-buku yang berkaitan dengan penulisan penelitian
ini. Hasil dan Pembahasan: 1. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-
XX1/2023 tentang Uji Materi Pasal 169 Huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum menghasilkan dasar pertimbangan hakim untuk mendapatkan
putusan yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan yuridis normative, 2. Putusan
Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XX1/2023 tentang Uji Materi Pasal 169 Huruf
g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak memenuhi prinsip keadilan
berdasarkan paham Aristoteles. Kesimpulan dari penulisan ini yakni dasar yang telah
dipertimbangkan hakim memiliki alur dan alasannya dan sudah dituangkan kedalam
putusan yang sudah dibacakan pada sidang pleno, dan putusan dengan amar putusan
yang sudah ditetapkan dengan mengabulkan sebagian melihat dari sudut pandang teori
keadilan Aristoteles bahwa pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim belum
sepenuhnya memenuhi rasa keadilan sebagaiamana Indonesia adalah negara dengan
sistem pemerintahan demokrasi.

Kata Kunci : Putusan, Judicial Review, Dasar Pertimbangan Hakim, Aspek
Keadilan
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ABSTRACT

Name : Lv’lw’in Azizah Budi Salmadya
Nim : 202010110311366
Title : Analysis of the verdict number 90/ puu-xxi /2023 on article 16

article no. 7 article 2017 article no. 7 regarding The elections
against Indonesia’s republic state law in 1945 was reviewed from
the aspect of justice

Adviser : Catur Wido Haruni Dr., S.H., M.Si., M.Hum.
Fitria Esfandiari, S.H., M.H.

Elections are the embodiment of the administration of demaocratic principles, the
constitutional court following an amendment to test the constitution against the
constitution of the republic of Indonesia in 1945. This paper is designed to find out and
analyze the constitutional court ruling number 90/ puu-xxi /2023 of the 169 letter no.
7 article 2017 article of material testing of the 169 letter no. 7 article of the 2017 general
election on the issue of justice because there are some matters in consideration of the
decision-making that have been issued that don't satisfy the sense of justice. As for the
method used in writing this final task, it isa normatif research method using the law
collection technique used in this analysis: the Internet based on the publications of
trusted sources, its laws and derivatives, the books that correspond to the writing of this
study. Results and discussion: 1. Constitutional court ruling number 90/ puu-xxi /2023
on material test article 169 the letter g bill number 7 of 2017 on public elections
provides a basis for a judge's consideration for a ruling based on a judge's jurisdiction
normative, 2. Constitutional court ruling number 90/ puu-xxi /2023 on material test
article 169 the letter g bill number 7 of 2017 does not meet the principle of justice based
on Aristotle’s. The conclusion of this writing is that the basis which the judge has
considered to have a line and reason and has already been made into a verdict read in
the pleno hearing, and the verdict with amar was ruled by allowing some to see from
the standpoint of Aristotle's theory of justice that the judge had not fully fulfilled the
sense of justice asa country with a demaocratic system of government.

Keywords: Verdict, judicial review, judicial consideration of the judge, the
aspect of justice
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